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ABSTRACT 

Poverty in rural areas remains a problem due to limited income, ownership 

of productive assets, and dependence on the agricultural sector. The government 

implements the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), 

and Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-DD) as forms of social protection 

managed under the authority of the Pucung Village Government. This study aims 

to analyze the impact of social assistance programs on poverty reduction, the 

obstacles to their implementation, and the solutions implemented by the Pucung 

Village Government. 

This study used qualitative methods with a descriptive approach. Data were 

obtained through interviews, observations, and documentation with Pucung Village 

Government officials, social assistance recipients, and those who did not receive 

social assistance. Data analysis was conducted using thematic analysis. 

The results indicate that social assistance programs are effective in 

improving the fulfillment of basic needs, reducing expenditure burdens, enhancing 

food security, and providing protection for vulnerable households. However, these 

programs have not been able to reduce poverty sustainably due to limited 

productive assets, dependence on the agricultural sector, and unstable incomes, 

along with the problem of inaccurate targeting due to inclusion and exclusion 

errors. The Pucung Village Government addressed these obstacles through tiered 

data collection and verification, recipient data updates, Village Deliberations to 

determine BLT-DD, and community empowerment through MSME development, 

skills training, and dissemination of job opportunity information. 

 

Keywords: social assistance, poverty reduction, Family Hope Program (PKH), 

Non-Cash Food Assistance (BPNT), Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-

DD), Village Government 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemiskinan masih menjadi persoalan kompleks dan multidimensional 

yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah pedesaan yang berkaitan 

dengan keterbatasan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, kepemilikan 

aset, serta akses terhadap tanah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 

2024), tingkat kemiskinan nasional di Indonesia yang tinggal di pedesaan 

mencapai 11,34%. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan akses 

terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja 

produktif. Namun kondisi di tingkat lokal jauh lebih mengkhawatirkan 

dimana Kabupaten Gunungkidul mencatat angka kemiskinan 14,15% pada 

2025 (turun dari 15,18% di 2024), memengaruhi 113.470 jiwa, atau gap 

2,81% lebih tinggi dari rata-rata nasional.  

Kemiskinan di tingkat lokal tidak hanya diukur melalui pendapatan atau 

garis kemiskinan nasional, tetapi juga melalui kondisi sosial ekonomi rumah 

tangga yang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya, kepemilikan 

aset, serta kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Tingkat 

kemiskinan ini dikategorikan oleh Pemerintah berdasarkan Desil Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebagaimana diatur dalam SK 

Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19/HUK/2020. Desil 1 mewakili 

10% rumah tangga termiskin (sangat miskin), Desil 2 mencakup 10 20% 

rumah tangga termiskin (miskin), Desil 3 adalah kelompok 20-30% rumah 

tangga termiskin (hampir miskin), dan Desil 4 merupakan 30-40% rumah 

tangga termiskin (rentan miskin). Rumah tangga yang termasuk dalam Desil 

>4 digolongkan sebagai kondisi mampu hingga sangat mampu (Hernawan 

et al., 2025). Hal ini sejalan dengan Kabupaten Gunung kidul yang 

memberikan bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

(DTKS).  

Kabupaten Gunungkidul, khususnya wilayah selatan seperti 

Kapanewon Girisubo, yang secara geografis dan demografisnya yang 
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representative terhadap tantangan kemiskinan di wilayah Gunungkidul 

bagian selatan. Wilayah ini tergolong daerah kering dan bergantung pada 

sektor pertanian tadah hujan yang rentan kemarau. Kondisi tersebut 

menyebabkan pendapatan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh musim 

sehingga bersifat tidak menentu dan meningkatkan kerentanan ekonomi 

masyarakat. Dalam kondisi demikian, masyarakat miskin menghadapi 

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar serta memiliki keterbatasan 

aset produktif yang menyebabkan kemiskinan sulit direduksi secara 

berkelanjutan. Oleh karena itu, program bantuan sosial menjadi salah satu 

bentuk perlindungan sosial yang berperan membantu rumah tangga miskin 

mengurangi beban pengeluaran dan mempertahankan pemenuhan 

kebutuhan dasar ketika pendapatan dari sektor pertanian menurun. (Herlon 

et al., 2023) menegaskan bahwa tanah merupakan aset lokal strategis yang 

memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat pedesaan apabila 

dikelola dan dimanfaatkan secara produktif. Pemberdayaan masyarakat 

berbasis aset lokal, khususnya tanah, dipandang sebagai pendekatan yang 

mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, baik yang 

menjalankan usaha disektor pertanian, perkebunan maupun usaha mikro 

kecil dan menengah. 

Ketimpangan kepemilikan atas tanah oleh petani mencerminkan situasi 

dalam sektor agraria dan menggambarkan struktur kemiskinan yang dialami 

oleh petani, dimana masalah kemiskinan di wilayah pedesaan adalah 

tingginya angka petani yang tidak memiliki lahan dengan ukuran yang 

cukup untuk menjalankan usaha pertanian atau bahkan ada yang tidak sama 

sekali memiliki lahan (Earlene et al., 2023). Hal ini menyebabkan petani 

miskin sulit meningkatkan pendapatan, sehingga banyak rumah tangga 

sangat bergantung pada bansos. Sebagai bentuk upaya penanggulangan 

kemiskinan yang menjadi prioritas utama pemerintah di berbagai tingkatan, 

pemerintah melaksanakan berbagai program bantuan sosial (bansos) yang 

didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah 

(APBN/APBD) maupun Dana Desa (DD).  
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Pemberian bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah untuk 

masyarakat Indonesia bukan merupakan suatu hal baru. Berbagai program 

bantuan sosial serta subsidi telah dijalankan pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan dasar, mengurangi tanggungan, dan meningkatkan kualitas hidup 

warga negara yang kurang mampu (Jaya, 2024). Pemerintah Kalurahan 

Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul melaksanakan 

berbagai program bantuan sosial bagi masyarakat yang memiliki kondisi 

ekonomi rendah sebagai upaya membantu meringankan beban ekonomi dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemberian bantuan ini diharapkan 

akan dapat membantu keluarga tersebut dalam meningkatkan kualitas taraf 

hidup. Berbagai upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam 

menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yaitu dimana Pemerintah kalurahan Pucung berperan dalam pelaksanaan, 

fasilitasi, serta pengelolaan implementasi tiga jenis program bansos utama, 

diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-

Tunai (BPNT) yaitu kalurahan berperan lebih pada validasi dan 

pemutakhiran data (DTKS) serta pengawasan penyaluran, bekerja sama 

dengan pendamping sosial,  Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD 

merupakan program yang sepenuhnya dikelola oleh Kalurahan, mulai dari 

penentuan kriteria, penetapan melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal), 

hingga penyaluran. BLT-DD berfungsi sebagai mekanisme residual yang 

fleksibel untuk menjangkau warga miskin yang belum tercover program 

pusat. 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

Tentang Program Keluarga Harapan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan 

tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM), atau dalam istilah 

internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfers (CCT). 

Komponen penerima PKH meliputi tiga kelompok utama yaitu komponen 

kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial. 

Komponen kesehatan mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia 
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0–6 tahun yang diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin 

di fasilitas kesehatan. Komponen pendidikan meliputi anak usia usia 7-15 

tahun yang harus terdaftar pada kegiatan pendidikan. Sementara itu, 

komponen kesejahteraan sosial mencakup lansia mulai dari usia 60 tahun 

serta penyandang disabilitas berat yang membutuhkan dukungan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar (Heryuni et al., 2024).  

Sementara itu, BPNT merupakan program pengembangan dari subsidi 

Beras Sejahtera (Rastra) pada tahun 2016 yang merupakan bantuan lain 

yang diberikan oleh pemerintah untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat 

yang bersumber dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-

PPFM), dengan kriteria keluarga penerima manfaat memiliki kondisi sosial 

ekonomi 25% terendah di wilayah tersebut. Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) diberikan kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk bahan 

pangan pokok seperti beras, gula, tahu, kentang, daging sapi, daging ayam, 

dan telur yang disalurkan setiap bulan. Bantuan tersebut memiliki nilai 

sebesar Rp200.000 yang ditransfer melalui rekening masing-masing 

keluarga penerima manfaat (KPM). Selanjutnya, dana tersebut dapat 

digunakan untuk memperoleh bahan pangan melalui e-warung atau lembaga 

perbankan yang telah bekerja sama dengan pemerintah dalam proses 

penyalurannya. Bantuan BPNT tidak dapat dicairkan dalam bentuk uang 

tunai, melainkan hanya dapat ditukarkan dengan kebutuhan bahan pangan 

pokok (Sasmita & Ari, 2022).  

BLT DD merupakan bantuan bagi warga kurang mampu yang berasal 

dari dana desa yang disalurkan dalam bentuk uang tunai kepada keluarga 

yang menjadi penerima manfaat dengan syarat yang telah disepakati dan 

ditentukan melalui musyawarah desa. Dalam aturan penggunaan Dana Desa 

tahun 2022, BLT DD termasuk dalam instrumen guna mencapai desa yang 

bebas dari kemiskinan dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam 

dan non alam, sesuai ketentuan yang diatur pada Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. 

Mekanisme pengaturan BLT DD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 
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Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 dan Instruksi Menteri Desa PDT 

Nomor 1 Tahun 2020. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD) mulai dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2020 sebagai bagian dari 

kebijakan pemerintah dalam merespons dampak pandemi COVID-19. 

Hingga tahun 2022, total anggaran bantuan yang telah disalurkan mencapai 

Rp22,48 triliun dan diberikan kepada lebih dari 12,49 juta keluarga miskin 

di seluruh Indonesia (Kemendes PDTT, 2022). Alokasi BLT DD berkisar 

25%-35% dari total dana yang diterima oleh masing-masing desa 

(Sumedang et al., 2024).  

Menurut Sasnita & Yeni Sri (2022) dalam (Nabillah et al., 2023) 

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan 

(PKH) merupakan dua bentuk inisiatif yang mulai dijalankan oleh 

pemerintah sebagai upaya menangani permasalahan. Menurut Luthfi (2019, 

(Nabillah et al., 2023)) untuk meningkatkan taraf hidup dan menurunkan 

angka kemiskinan di Indonesia, kedua inisiatif ini bertujuan untuk 

memberikan bantuan keuangan secara langsung kepada masyarakat rentan 

dan miskin.  

Program bantuan sosial tersebut, berdampak pada reduksi kemiskinan 

dalam jangka pendek, terutama BLT-DD yang berdampak pada beberapa 

aspek diantaranya: 

a. Peningkatan Daya Beli (Preventive Function): Bantuan tunai (PKH dan 

BLT-DD) secara langsung meningkatkan kemampuan konsumsi rumah 

tangga, terutama untuk kebutuhan pangan dasar. Hal ini berfungsi 

sebagai jaring pengaman sosial (safety net) yang mencegah rumah tangga 

miskin dan rentan jatuh ke jurang kemiskinan yang lebih ekstrem. 

b. Perbaikan Indikator Dasar: PKH mendorong penerima untuk rutin 

memeriksa kesehatan ibu dan anak serta menyekolahkan anak, yang 

secara tidak langsung berdampak pada peningkatan human capital.  

c. Akselerasi Kebutuhan Non-Pangan: Sebagian penerima manfaat 

dilaporkan menggunakan dana bantuan untuk perbaikan rumah 

sederhana, pembelian seragam sekolah, atau alat usaha kecil, yang 
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menunjukkan adanya upaya pemenuhan kebutuhan sekunder yang 

mendesak. Sebagai contoh, penerima manfaat menyatakan, bahwa uang 

BLT-DD sangat membantu saat musim kemarau, karena hasil panen 

berkurang. Bantuan ini menyelamatkan mereka dari berutang untuk 

membeli beras (Pangera et al., 2025). 

Meskipun program bantuan sosial telah berjalan secara 

berkelanjutan, evaluasi mengenai sejauh mana program-program 

tersebut berdampak pada reduksi kemiskinan di tingkat kalurahan masih 

relatif terbatas. Di Kabupaten Gunungkidul, terjadi pencoretan 988 

keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025 

akibat ketidaksesuaian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 

dengan kondisi riil di lapangan. Fenomena ini menunjukkan adanya 

tantangan serius dalam penetapan sasaran bantuan sosial di tingkat 

kalurahan yang memerlukan kajian mendalam. (Harianjogja.com, 29 

Agustus 2025). Hal ini menunjukkan adanya salah satu tantangan dalam 

pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Belum banyak penelitian 

yang secara khusus mengkaji pelaksanaan dan koordinasi implementasi 

ketiga program bantuan sosial (PKH, BPNT, dan BLT-DD) di tingkat 

pemerintah kalurahan dalam konteks wilayah agraris kering seperti 

Kalurahan Pucung. Padahal, kalurahan bertanggung jawab atas validasi 

data DTKS sekaligus menetapkan penerima BLT-DD melalui 

Musyawarah Kalurahan (Muskal). 

Berdasarkan uraian diatas, maka diperlukan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui mekanisme penetapan sasaran dan dampak program 

Bansos terhadap kemiskinan lokal. Sehingga penelitian ini dapat 

memberikan gambaran efektivitas program Bansos dalam menurunkan 

kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan 

Pucung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Dampak Program Bantuan Sosial yang Dikelola 

Pemerintah kalurahan Terhadap Reduksi Kemiskinan (Studi di 
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Kalurahan Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten 

Gunungkidul)”.  

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana dampak program bantuan sosial yang dikelola pemerintah 

kalurahan terhadap reduksi kemiskinan di Kalurahan Pucung, 

Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul? 

2. ⁠Apa kendala yang dihadapi dalam mekanisme penetapan sasaran dan 

pelaksanaan program bantuan sosial yang dikelola pemerintah kalurahan 

di Kalurahan Pucung? 

3. ⁠Apa solusi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan untuk mengatasi 

kendala tersebut guna meningkatkan dampak program bantuan sosial 

terhadap reduksi kemiskinan di Kalurahan Pucung? 

C. Tujuan dan kegunaan penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui dampak program bantuan sosial yang dikelola 

pemerintah kalurahan terhadap reduksi kemiskinan di Kalurahan 

Pucung, Kapanewon Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. 

b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mekanisme 

penetapan sasaran dan pelaksanaan program bantuan sosial yang 

dikelola pemerintah kalurahan di Kalurahan Pucung. 

c. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan 

untuk mengatasi kendala yang dihadapi guna meningkatkan dampak 

program bantuan sosial terhadap reduksi kemiskinan di Kalurahan 

Pucung. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi ATR/BPN untuk 

memperkuat pemanfaatan informasi pertanahan sebagai data 

pendukung dalam identifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat 

sehingga dapat mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial. 
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b. Politeknik Agraria STPN  

Memperkaya pengetahuan baru terutama di bidang sosiologi 

pedesaan yang memberikan gambaran nyata tentang dampak program 

bantuan sosial terhadap reduksi kemiskinan di tingkat desa.Selain itu, 

memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk menguji, 

mendukung, atau memodifikasi teori-teori pembangunan sosial, 

reduksi kemiskinan, dan kebijakan bantuan sosial, khususnya dalam 

konteks wilayah pedesaan. 

c. Pemerintah kalurahan Pucung 

Penelitian ini membantu memberikan gambaran yang jelas 

tentang apakah program bantuan sosial sudah berjalan tepat sasaran 

dan benar-benar membantu mengurangi kemiskinan. Selain itu, 

memberikan referensi terkait dampak program bantuan sosial yang 

dikelola pemerintah kalurahan Pucung. Informasi penelitian ini dapat 

dijadikan pemerintah kalurahan sebagai masukkan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan program bantuan sosial yang lebih 

baik dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.  

d. Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan akademik dan 

meningkatkan kemampuan dalam meneliti, menganalisis masalah, 

dan menulis secara ilmiah khususnya terkait dampak program bantuan 

sosial pemerintah kalurahan Pucung terhadap reduksi kemiskinan. 

Selain itu, hasil penelitian juga digunakan sebagai penyusunan tugas 

akhir studi (Skripsi). 
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